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Abstrak
Kontrak merupakan bentuk pengikatan diri dari para pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum.
Kontrak menjadi bukti persetujuan para pihak atas syarat dan ketentuan dari suatu kerjasama atau tindakan nyata
yang akan dilakukan. Para pihak menuangkan syarat dan ketentuan apa saja yang wajib mereka patuhi, termasuk
hak dan kewajiban masing-masing, disertai akibat hukum bilamana hak salah satu pihak tidak mampu dipenuhi
pihak lainnya. Dapat dilihat bagaimana urgensi dari suatu kontrak dan betapa besar pengaruhnya bagi para pihak
di kemudian hari. Oleh karena itu, para pihak harus menyusun suatu kontrak dengan saksama dengan
memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan kontrak kerja konstruksi yang
secara global mengenal Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) dan di Indonesia dikenal
Undang-Undang Jasa Konstruksi. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan tentang kontrak jasa
konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi masih kurang komprehensif apabila dibandingkan dengan
pengaturan dalam FIDIC.
Kata kunci: Kontrak Kerja, FIDIC, Jasa Konstruksi.
1. PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan salah satu fokus
utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Ditambah lagi, pada akhir 2014 dan awal 2015
dilakukan pemberlakuan MEA (Masyarakat
Ekonomi Asean) dimana merupakan suatu langkah
awal bagi perkembangan dan pengembangan jasa
konstruksi yang ada di negara-negara ASEAN.
Melihat hal tersebut dan iklim kompetisi
yang semakin terbuka akibat penerapan pasar bebas
tidak mengherankan bila saat ini Pemerintah
dituntut melakukan peningkatan daya saing sektor
jasa konstruksi nasional dengan membuat begitu
banyak “versi” atau “standar” kontrak konstruksi.
Salah satunya melalui penerapan pekerjaan berbasis
Rancang Bangun (design and build)
Kontrak dipandang sebagai hukum yang
harus dipenuhi dan menjadi pengatur serta
pengendali hak-hak dan kewajiban antara pengguna
jasa dan penyedia jasa dalam proyek. Pada praktek
dunia internasional, dikenal dengan dokumen
FIDIC yang telah banyak diadaptasi pada proyek-
proyek pembangunan. Untuk di Indonesia sendiri
proyek konstruksi sebenarnya sudah ada di dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.
FIDIC merupakan singkatan dari
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
didirikan pada tahun 1913 oleh sekelompok
insinyur Perancis dan Swiss. Yayasan ini
ditemukan dalam upaya untuk menciptakan satu
rangkaian baku dokumentasi untuk perjanjian
kontrak yang berlaku untuk digunakan dalam
berbagai jenis proyek konstruksi, dan juga untuk
menyederhanakan proses penawaran untuk menjadi
lebih ‘user friendly’.
FIDIC sebagai suatu organisasi Konsultan
Internasional telah menghasilkan banyak pedoman
dan standar dokumen kontrak, yang diakui oleh
institusi pemberi pinjaman sebagai ”adil dan
berimbang” dan oleh karenanya disyaratkan untuk
dipergunakan bagi setiap proyek yang dibiayai
dengan pendanaan yang dipinjam dari institusi
pendanaan luar negeri. (Sarwono Hardjomuljadi,
2007)
Dunia konstruksi Indonesia sangat familiar
dengan dokumen FIDIC, meskipun penggunaanya
masih secara terbatas pada beberapa proyek yang
dibiayai oleh dana luar negeri. (Leidy Magrid,
2008) Analisis yang akan dilakukan adalah untuk
membandingkan FIDIC dengan UU Jasa
Konstruksi terkhusus pada Tanggung Jawab atas
Cacat Mutu.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan dengan sebuah
metode yang disebut sebagai metode normatif.
Pelaksanaan metode tersebut ditunjang dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan peraturan perundang-
undangan berarti penelitian akan dilakukan dengan
meninjau peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penelitian. Pendekatan konseptual
akan mendukung penelitian dengan memberikan
pendapat para sarjana atas permasalahan yang ada.
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Semua pendekatan tersebut akan membantu
penelitian untuk mencapai sebuah kesimpulan
sebagai titik akhir.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam dunia konstruksi sangat
memungkinkan terjadi perselisihan antara pihak
pengguna jasa (owner) dan penyedia jasa
(kontraktor), untuk mengatasi hal ini dibuatlah
kontrak antara kedua belah pihak. Di dalam kontrak
atau perjanjian dijelaskan apabila salah satu pihak
tidak memenuhi kewajiban yang terdapat dalam
kontrak maka pihak yang merasa dirugikan dapat
melakukan klaim.
Priyatna Abdurrasyid (2002) menjabarkan
beberapa sebab utama terjadinya klaim: Informasi
design yang tidak tepat, Informasi design yang
tidak sempurna, Investigasi lokasi yang tidak
sempurna, Reaksi klien yang lambat, Komunikasi
yang buruk, Sasaran waktu yang tidak realistis,
Administrasi kontrak yang tidak sempurna,
Kejadian eksternal yang tidak terkendali, Informasi
tender yang tidak lengkap, Alokasi risiko yang
tidak jelas, Keterlambatan – ingkar membayar.
Kebanyakan  sengketa/ketidaksepakatan
dibidang  jasa  konstruksi  pada  umumnya  dapat
diselesaikan  melalui negosiasi/mediasi diluar
pengadilan karena kontruksi merupakan kegiatan
yang berkelanjutan dari awal sampai akhir.
Melempar masalah kepengadilan berarti
menghentikan pembangunan untuk jangka waktu
yang tidak bisa diperhitungkan. Tapi negosiasi atau
mediasi pun dapat tidak berfungsi/gagal. Menurut
Robert D. Gilbreath dalam Yasin (2004), sebab-
sebab terjadinya klaim
1) Pekerjaan yang cacat.
Para pengguna jasa yang tidak puas dengan apa
yang dihasilkan penyedia jasa dapat
mengajukan klaim atas kerugian termasuk biaya
perubahan, penggantian atau pembongkaran
pekerjaan yang cacat.
Dalam kejadian, pekerjaan yang tidak
diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang
disebut dalam kontrak atau hal lain yang tidak
cocok dengan maksud yang ditetapkan.
Kadang-kadang barang-barang atau jasa yang
diminta tidak sesuai dengan garansi/jaminan
yang diberikan penyedia jasa atau pemasok
bahan.
2) Kelambatan yang disebabkan penyedia jasa.
Jika penyedia jasa berjanji melaksanakan
pekerjaan tersebut, dalam waktu yang telah
ditetapkan, pengguna jasa dapat mengajukan
klaim atas kerugian bila keterlambatan tersebut
disebabkan penyedia jasa atau dalam kejadian
lain, bahkan jika keterlambatan tersebut diluar
kendali dari penyedia jasa. Jenis-jenis klaim
kerugian dalam hal ini adalah kehilangan
kesempatan penggunaan dari fasilitas tersebut,
pengaruh reaksi terhadap penyedia jasa lain dan
kenaikan biaya dari pekerjaan lain yang
terlambat.
3) Sebagai klaim tandingan.
Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-
klaim para penyedia jasa dapat membalasnya
dengan klaim tandingan. Klaim tandingan
biasanya menyerang atau berusaha
memojokan/mendiskreditkan unsur-unsur asli
dari klaim penyedia jasa, dengan membuka hal-
hal yang tumpang tindih atau perangkap
kerugian biaya atau menyebutkan perubahan-
perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak
yang melarang atau modifikasi dari tindakan-
tindakan penyedia jasa dalam hal terjadinya
sengketa. Kebanyakan klaim yang ditemukan
dalam proyek konstruksi datang dari penyedia
jasa terhadap pengguna jasa karena satu dan
lain sebab.
Pada umumnya klaim konstruksi
dibedakan dalam dua bentuk, yaitu klaim
keterlambatan waktu dan klaim atas pembengkaka
biaya. Tela dan Saleh (2007) membagi jenis klaim
dalam 4 (empat jenis)
1. Klaim tambahan biaya dan waktu.
Klaim jenis ini mengenai permintaan tambahan
waktu dan tambahan biaya. Diantara beberapa
jenis klaim, dua jenis klaim ini sering timbul
akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan
2. Klaim biaya tak langsung (overhead)
Penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan
suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari
pengguna jasa, meminta tambahan biaya dengan
alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan
belum selesai
3. Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya)
Penyedia jasa hanya memberikan tambahan
waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya
karena alasan-alasan tertentu
4. Klaim kompensasi lain
Dalam beberapa kondisi, penyedia jasa selain
mendapatkan tambahan waktu juga
mendapatkan kompensasi lain.
Berdasarkan condition of contract FIDIC, prosedur
pengajuan claim adalah:
Pasal 53.1
Jika kontraktor berkeinginan mengajukan
tuntutan, kontraktor harus mengajukan
pemberitahuan keinginannya itu kepada
konsultan pengawas (engineer) dalam waktu 28
hari setelah timbulnya peristiwa yang
menimbulkan tuntutan itu pertama kali.
Pasal 53.2
Berdasarkan kejadian yang terjadi
seperti pada pasal 53.1, kontraktor harus
menyimpan catatan sementara yang mungkin
dapat mendukung tuntutan yang diajukannya itu.
Tanpa perlu persetujuan dari owner, konsultan
pengawas dapat menerima pemberitahuan tersebut
berdasarkan pasal 53.1 memeriksa catatan
sementara dan menginstruksikan kontraktor agar
menyimpannya sehingga dapat diajukan sebagai
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bahan tuntutan sesuai dengan pasal 53.1.
Kontraktor juga harus mengijinkan konsultan
pengawas memeriksa semua catatan yang sesuai
dengan pasal 53.3 dan menyediakan fotocopynya
jika diminta.
Pasal 53.3
Dalam waktu 28 hari atau waktu yang
ditentukan oleh konsultan pengawas, kontraktor
harus mengirimkan perincian jumlah tuntutan
yang diajukannya dan dasar pengajuan tuntutan
tersebut. Jika suatu kejadian menyebabkan
tuntutan yang menimbulkan tuntutan lain,
perhitungan yang diajukan bersifat sementara dan
merupakan akumulasi dari sejumlah tuntutan
sebelumnya. Perhitungan sementara ini harus
dikirimkan kepada pemilik dalam waktu yang
ditentukan oleh konsultan pengawas.
Dalam kasus ini, kontraktor harus
mengirimkan perhitungan akhir dalam waktu 28
hari setelah berakhirnya akumulasi tuntutan
tersebut. Kontraktor, jika diminta oleh konsultan
pengawas, harus memiliki fotocopy dari semua
perincian tuntutan yang diajukannya.
Pasal 53.4
Jika kontraktor gagal memenuhi
ketentuan-ketentuan pasal ini tentang tuntutan
yang akan dibuatnya, hak kontraktor atas
pembayaran tuntutan tersebut tidak melebihi
jumlah yang sudah ditetapkan oleh konsultan
pengawas atau pun arbritor yang sudah disetujui
sesuai dengan pasal 63.7. Kejadian yang disebutkan
di depan berlaku dengan catatan sementara
bukti (tanpa perduli catatan tersebut disampaikan
kepada konsultan pengawas atau seperti
disyaratkan pasal 53.2 dan pasal 53.3).
Pasal 53.5
Setelah konsultan pengawas berkonsultasi
dengan kontraktor dan pemilik proyek, dan
kontraktor memberikan bukti-bukti yang cukup
untuk menentukan besarnya jumlah tuntutan,
kontraktor berhak memasukkan jumlah tuntutan
yang diminta pada setiap pembayaran sementara
yang telah disetujui oleh konsultan pengawas
sesuai dengan pasal 60. Jika fakta-fakta itu tidak
cukup untuk mendukung seluruh tuntutan,
kontraktor berhak atas pembayaran tuntutan yang
didukung oleh fakta-fakta dan disetujui oleh
konsultan pengawas. Konsultan pengawas akan
memberitahukan kontraktor setiap ketentuan yang
dibuat dibawah sub-pasal ini dengan salinannya
kepada pemilik proyek.
2.1 Perbandingan Pengaturan dalam FIDIC
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FIDIC sebagai pedoman dalam membuat
perjanjian lebih sering digunakan dan dianjurkan
oleh pihak-pihak dari luar negeri yang melakukan
kontrak dengan pihak dalam negeri dalam hal
pembangunan atau kontraktor. Mengingat peraturan
perundang-undangan Indonesia khususnya UU Jasa
Konstruksi tidak mengatur cukup lengkap
mengenai pengaturan-pengaturan hak dan
kewajiban kontraktor dengan pengguna jasa dengan
khususnya tanggung jawab atas cacat mutu.
Perbaikan UU Jasa Konstruksi telah
dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengganti
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Akan tetapi,
perubahan tersebut kurang maksimal karena apabila
dibandingkan dengan pedoman internasional yaitu
FIDIC, maka akan terlihat beberapa kondisi dalam
praktek pembangunan/kontraktor yang belum
diatur secara jelas.
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